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ABSTRAK 

Konflik dan bencana alam sangat erat kaitannya; dalam beberapa kasus, bencana dapat membantu 

mewujudkan perdamaian di zona perang. Namun, bagaimana proses perdamaian dapat berdampak pada 

dinamika konflik belum dieksplorasi secara panjang lebar. Makalah ini berupaya mengkaji unsur-unsur 

yang mengarah pada perdamaian atau perang di zona bencana. Konflik sosial yang berkepanjangan di Aceh 

dari tahun 1976-2005 adalah contoh kasus dimana bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 

berujung pada kesepakatan damai di Aceh dalam waktu singkat. Metode dan strategi kualitatif deskriptif 

untuk eksplorasi literatur online digunakan dalam penelitian ini. Studi ini mengungkapkan bahwa konflik 

tidak ditentukan oleh bencana melainkan dipicu olehnya. Empat faktor kemiskinan, kemampuan negara, 

negosiasi, dan internasionalisasi perang mempengaruhi transisi dari konflik menuju perdamaian. 
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PEACE STRATEGY: CONFLICT WITHIN DISASTER IN ACEH 
 

ABSTRACT  

Conflicts and natural disasters are closely related; in some cases, disasters can help bring about peace in 

warring zones. However, how the peace process might impact the dynamics of the conflict hasn't been 

explored at great length. This paper seeks to examine the elements that lead to either peace or war in 

catastrophe zones. The lengthy social strife in Aceh from 1976-2005 is an example of a case where the 

tsunami disaster on December 26, 2004, led to a peace deal in Aceh in a short time. Descriptive qualitative 

methods and strategies for online literature exploration were used in the research. This study reveals that 

conflict is not determined by calamity but rather is sparked by it. Four factors poverty, state capability, 

negotiation, and internationalization of the war influence the transition from conflict to peace. These 

elements can promote peace but heavily rely on pre- and post-disaster peace initiatives. 
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PENDAHULUAN 

Artikel ini akan membahas tentang 

strategi perdamaian konflik dalam bencana di 

Aceh. Konflik dan bencana alam adalah dua 

spektrum yang saling berinteraksi. 

Sinulingga, A. A et al., 2020). Bencana alam 

berkontribusi pada keresahan masyarakat dan 

berbagai kekurangan sumber daya di 

masyarakat. Bencana alam didahului oleh 

perubahan lingkungan. Masyarakat sekarang 

memiliki lebih sedikit akses ke kebutuhan 

sebagai akibat dari perubahan iklim, 

hilangnya lapisan ozon, degradasi lahan 

pertanian, penggundulan hutan, kerusakan 

pasokan air, dan menipisnya stok ikan.  

Karena tuntutan masyarakat dan 

masyarakat secara keseluruhan yang tidak 

terpenuhi, kekurangan ini adalah akar dari 

konflik (Schwartz et al., 2000). Menurut teori 

sebelumnya, Brancati menemukan bahwa 

guncangan lingkungan atau bencana alam 

dapat menyebabkan kekurangan sumber daya 

vital dan ketidakpuasan, ketakutan, 

kekurangan, marginalisasi, dan ketakutan 

eksternal lainnya dapat menyebabkan konflik 

(Brancati, 2007). Menurut Slettebak, 

peningkatan kecenderungan konflik dan 

gempa bumi terkait dengan bencana alam. 

Hal ini berdasarkan analisis statistik yang 

dilakukan antara tahun 1975 dan 2002 di 185 

negara yang berbeda, yang mengungkapkan 

bahwa gempa bumi cenderung membuat 

konflik lebih intens di sana (Slettebak, 2012). 

Gambar 1. WordCloud NVivo 12Plus; 

pengolahan data dari berbagai artikel jurnal 

 
Sumber: NVivo 12Plus;Penelitian dari berbagai 

sumber jurnal 

dan disisi lain bencana dapat dipahami 

sebagai indikasi perdamaian melalui 

diplomasi bencana (Siddiqi, 2018). 

Terjadinya bencana yang diikuti dengan 

penandatanganan perjanjian damai antara 

pihak yang bertikai selama periode yang 

sama biasanya ditandai dalam penelitian 

yang meneliti apakah bencana membawa 

perdamaian.  

Membangun kembali "ruang yang 

dikelola" setelah bencana sangat penting, 

menurut Le Billon dan Waizenegger, untuk 

mengubah perselisihan (Le Billon & 

Waizenegger, 2007). Mengenai apakah 

bencana alam mendorong kekerasan atau 

perdamaian, ada ketidaksepakatan. Menurut 

Kelman, sebagian besar akademisi 

sependapat bahwa terjadinya bencana dapat 

menyebabkan gencatan senjata sementara 

karena kebutuhan bantuan kemanusiaan, 

rusaknya sarana prasarana, dan hilangnya 

pasukan militer. Namun, hak ini tidak 

bertahan atau mengarah pada perdamaian 

abadi (Kelman, 2016). Studi pendahuluan ini 

membantu untuk melihat bahwa ada 

hubungan antara bencana dan konflik, tetapi 

penting untuk menemukan faktor-faktor yang 

menjelaskan proses politik atau sosial yang 

mendasari interaksi konflik dan bencana. 

Salah satu contoh yang diberikan untuk 

menggambarkan bagaimana bencana 

mempengaruhi situasi konflik pascabencana 

adalah konflik masyarakat yang 

berkepanjangan di Aceh (1983–2005). 

Bencana tsunami pada 26 Desember 2004 

mengarahkan perselisihan menuju 

kesepakatan damai Republik Indonesia dan 

Aceh. Pasca tsunami, Pemerintah Indonesia 

dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 

menandatangani Nota Kesepahaman, yang 

diikuti dengan perdamaian dan proses 

integrasi politik kedalam demokrasi 

Indonesia, dan menandai penyelesaian 

konflik secara damai pada 15 Agustus 2005 

(Gaillard et al., 2008).  
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Pasca tsunami, pemerintah Indonesia 

dan kelompok GAM hanya membutuhkan 

waktu sekitar delapan bulan untuk mencapai 

kesepakatan damai. Berbeda dengan konflik 

di Aceh. Setelah bencana tsunami, faktor-

faktor yang terkait langsung dengan bencana 

kurang berdampak pada pemeliharaan 

perdamaian, menurut penelitian Gaillard et 

al. Namun, faktor politik dan internal yang 

tidak terkait dengan bencana cenderung 

berdampak lebih besar pada penyelesaian 

konflik jangka panjang (Gaillard et al., 2008). 

Hal ini ditunjukkan oleh proses rekonstruksi 

yang berjalan lambat, tidak konsisten, dan 

seringkali berkualitas buruk sehingga 

menghambat atau bahkan membahayakan 

proses perdamaian.  

Diharapkan dengan menggunakan studi 

kasus konflik intra-negara di Aceh, makalah 

ini akan dapat menjelaskan keadaan dimana 

bencana mempengaruhi konflik dengan cara 

yang menghasilkan perdamaian, bukan 

sebaliknya, dimana bencana mempengaruhi 

konflik dengan cara yang menghasilkan 

eskalasi konflik yang lebih tinggi (Goodhand 

et al., 2005). 
 

METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif analisis dokumentasi  dan 

dirancang dalam bentuk penelitian studi 

kasus, dengan menggunakan software Nvivo 

12 Plus. Rancangan penelitian seperti ini 

berguna untuk mempelajari fenomena sosial 

untuk menjelaskan dan menganalisis perilaku 

manusia dan kelompok, dari sudut pandang 

yang sama dengan objek yang diteliti melihat 

permasalahannya (Freelon et al., 2018).  

Jenis penelitian ini berfokus pada makna 

dan pemahaman daripada kuantifikasi. 

Christopher Lamont menjelaskan bahwa 

metode kualitatif digunakan untuk 

memahami dunia disekitarnya karena 

penelitian jenis ini lebih menitikberatkan 

pada makna dan proses yang membentuk 

hubungan internasional (Saleh et al., 2019).  

Data Sekunder (Secondary data) 

merupakan data yang diperoleh/ 

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi 

sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak 

langsung berupa data dokumentasi dan arsip-

arsip resmi (Syafrizal Helmi Situmorang, 

Muslich Lufti, 2014). sumber data penelitian 

ini adalah artikel dan jurnal ilmiah serta 

berbagai laporan resmi yang dikumpulkan 

melalui pencarian di internet sebagai sumber 

utama dalam menunjang data utama dengan 

masalah Srategi Perdamaian Konflik dalam 

Bencana Banda Aceh. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bencana dilihat dari tiga sudut. Tragedi 

ini, pertama; digambarkan sebagai pemicu 

perang di wilayah yang terkena dampak 

bencana. Kedua; bencana dipandang sebagai 

kerentanan sosial. Ketika konsekuensi sosial 

yang tak terhindarkan dari bencana alam 

tidak dikelola dengan baik, mereka mungkin 

dipandang sebagai kerentanan masyarakat. 

Kerentanan sosial adalah kata kunci bencana 

disini. Ketiga; bencana sekali lagi dapat 

dibagi menjadi dua kategori: bencana yang 

berasal dari krisis yang belum terselesaikan 

dan bencana yang merupakan insiden yang 

tidak disengaja (Hedman, 2009).  

Collins melanjutkan bagian ketiga ini 

dengan membagi bencana menjadi dua 

kategori: bencana alam, atau bencana yang 

dihasilkan langsung oleh alam, dan bencana 

buatan manusia, yaitu bencana yang 

disebabkan oleh tindakan atau perilaku 

manusia. Collins melanjutkan dengan 

mengatakan bahwa runtuhnya budaya 

protektif adalah penyebab tragedi (Klitzsch, 

2014). Konflik dan bencana sangat erat 

kaitannya, baik bencana tersebut 

menciptakan kondisi yang menguntungkan 

bagi penyelesaian konflik secara damai 

maupun bersifat destruktif dan 

menyebabkannya kembali dalam skala yang 
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lebih besar, seperti yang terjadi pada konflik 

Aceh. 
 

1. Bencana dan Konflik Aceh 

Aceh merupakan wilayah yang terkena 

dampak tsunami dan kerusuhan sipil. Aceh 

menghadapi isu separatis yang meningkat 

sejak tahun 1976 ketika bencana melanda. 

Sejak Mei 2003, ketika Aceh ditetapkan 

sebagai daerah darurat militer, telah terjadi 

militerisasi besar-besaran dengan 40.000 

tentara ditempatkan disana. Pada tanggal 15 

Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan 

kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 

menandatangani perjanjian damai yang 

mencakup pergolakan sosial di Aceh dan 

dampaknya terhadap skala bencana.  

 

Setelah diskusi informal dibawah wakil 

Presiden Jusuf Kalla telah dimulai sebelum 

tsunami dan kedua belah pihak sepakat 

bertemu untuk pembicaraan damai, yang 

akan difasilitasi oleh mantan Presiden 

Finlandia Martti Ahtisaari, Pemerintah 

Indonesia dan GAM memulai negosiasi 

formal satu bulan setelah tsunami. Selain 

memenangkan pemerintahan sendiri atas 

Aceh dan pengawasan proses transisi yang 

dipimpin Uni Eropa, GAM meninggalkan 

ambisinya untuk merdeka. Pada tanggal 15 

Agustus 2005, GAM dan pemerintah 

Indonesia secara resmi meratifikasi 

Memorandum of Understanding (MoU). 

2. Bencana, Konflik, dan Kemiskinan 

Terlepas dari kelimpahan gas Aceh dan 

sumber daya alam lainnya, perjuangan 

selama 30 tahun telah membuat 

penduduknya menderita, dan pada tahun 

1970-an, Aceh menjadi salah satu yang 

termiskin di Indonesia. Tsunami 

mendatangkan malapetaka pada kehidupan. 

Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan 

keseluruhan Aceh adalah 28,4%, jauh lebih 

tinggi dari tingkat kemiskinan umum 

Indonesia sebesar 16,7%. Pasca tsunami, 

tingkat kemiskinan meningkat, terutama di 

daerah yang terkena bencana dan konflik.  

Meskipun tingkat kemiskinan sedikit 

meningkat pada tahun 2005 dan kemudian 

menurun pada tahun 2006, dampak tsunami 

terhadap kemiskinan tidak sama di seluruh 

Aceh. Data kemiskinan di sekitar Banda 

Aceh, tempat yang terkena dampak tsunami, 

yang tingkatnya paling rendah, pada tahun 

2006 menunjukkan penurunan angka 

kemiskinan diseluruh Aceh, termasuk yang 

terkena bencana tersebut (Hedman, 2009). 

Menurut justifikasi sebelumnya, tingkat 

kemiskinan Aceh hanya sedikit meningkat 

akibat bencana tsunami. Sebaliknya, Aceh 

telah menderita kerugian yang signifikan 

akibat konflik selama 30 tahun tersebut. 

Menurut perkiraan Aspinall, 15.000 orang 

tewas selama perjuangan 30 tahun 

(Sinulingga et al., 2020). Aceh merupakan 

provinsi dengan sumber daya alam yang 

melimpah, namun pertumbuhan ekonominya 

lebih lambat dibandingkan dengan daerah 

lain di Indonesia. Saat konflik Aceh 

mencapai fase ketiga dan terparah, yang 

menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi 

termiskin di Indonesia, Aceh menjadi satu-

satunya provinsi dengan tingkat kemiskinan 

yang terus meningkat setelah tahun 2000 

(Gaillard et al., 2008).  
Tabel 1. Bencana dan Konflik Aceh 

Sumber daya alam dapat membuat 

kekerasan lebih mungkin terjadi di zona 

bencana, menurut Theisen. Dengan terlibat 

dalam monopoli dan penguasaan sumber 

Jenis 

Acara 

Konflik GAM-RI dan Bencana 

Tsunami 2004 

Dampak 

Bencana 

1. 130.000 orang meninggal 

2. Kerusakan dan kerugian 

sebesar US$ 4,4 Miliar 

3. Mempengaruhi 97% Produk 

Domestik Bruto provinsi atau 

2% Produk Domestik Bruto 

nasional 

Dampak 

Konflik 

15.000 orang tewas akibat konflik 

tersebut 

Masalah 

Konflik 

Separatisme (otonomi dan 

penentuan nasib sendiri) 

Dinamika 

Konflik 

Perdamaian 

Sumber: NVivo 12Plus; Penelitian dari 

berbagai sumber jurnal. 
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daya alam, kelompok pemberontak dapat 

membeli persenjataan dan mengembangkan 

strategi jangka panjang untuk memajukan 

kepentingan mereka dalam pertempuran 

yang sedang berlangsung. Selain itu, kondisi 

konflik dianggap cenderung memburuk 

dalam keadaan seperti ini.  

Akibat kondisi pascabencana, 

pembiayaan untuk konflik dan perang sangat 

terbatas, sehingga jika jumlah sumber daya 

alam yang dikuasai wilayah konflik sedikit, 

maka konflik cenderung menurun (Theisen & 

Holtermann, 2010). Slettebak menambahkan, 

konflik tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kemiskinan. Selain itu, perselisihan 

sosial dimasyarakat muncul sebagai akibat 

dari kemiskinan. Kemiskinan lebih banyak 

terjadi dizona konflik. Hal ini disebabkan 

karena tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pokok. Kemungkinan perang akan 

meningkat mengingat keadaan ini dan 

bencana alam yang akan datang (Slettebak, 

2012).  

Perang Aceh memberikan wawasan 

bagaimana kemiskinan dan bencana alam 

mereduksi kekuatan pemerintah dan faksi-

faksi pemberontak. Salah satu lokasi yang 

mengalami kerusakan tinggi akibat tragedi 

itu, terutama didaerah-daerah yang dikuasai 

pasukan pemberontak. Hal ini diperparah 

dengan persoalan ekonomi daerah akibat 

konflik yang berlarut-larut sebelum bencana. 

Akibat masalah ekonomi tersebut, organisasi 

pemberontak kesulitan mendanai kegiatan 

konflik.  

Isu bencana dalam situasi ini telah 

mereduksi wibawa peserta konflik, dalam 

contoh ini di pihak kelompok pemberontak, 

sedangkan pengaruh peserta pemerintah 

cenderung lebih solid dan didukung oleh 

bantuan internasional yang datang secara 

masif. Penyakit ini sangat nyata, terutama di 

Aceh. Bagi prajurit GAM yang 

terdemoralisasi oleh Daerah Operasi Militer 

(DOM), bencana tsunami memberikan 

motivasi yang mereka butuhkan untuk 

mengejar perdamaian. Pembenaran ini sesuai 

dengan teori Kelman bahwa bencana dapat 

mengakibatkan gencatan senjata sementara 

antara faksi-faksi yang berseberangan karena 

perlunya bantuan kemanusiaan, rusaknya 

infrastruktur, dan tewasnya personel militer.  

Namun, proses perdamaian jangka 

panjang belum berhasil dalam kondisi ini. 

Bagi prajurit GAM yang terdemoralisasi oleh 

Daerah Operasi Militer (DOM), bencana 

tsunami memberikan motivasi yang mereka 

butuhkan untuk mengejar perdamaian. 

Pembenaran ini sesuai dengan teori Kelman 

bahwa bencana dapat mengakibatkan 

gencatan senjata sementara antara faksi-faksi 

yang berseberangan karena kebutuhan akan 

bantuan kemanusiaan, rusaknya 

infrastruktur, dan kematian personel militer.  

Sayangnya, proses perdamaian jangka 

panjang belum berhasil dalam keadaan ini, 

bencana tsunami memberi mereka motivasi 

yang mereka butuhkan untuk mengejar 

perdamaian. Pembenaran ini sesuai dengan 

teori Kelman bahwa bencana dapat 

mengakibatkan gencatan senjata sementara 

antara faksi-faksi yang berseberangan karena 

perlunya bantuan kemanusiaan, rusaknya 

infrastruktur, dan tewasnya personel militer 

(Ohlson, 2008). Namun, proses perdamaian 

jangka panjang belum berhasil dalam 

keadaan ini (Kelman, 2016). 
 

3. Kapasitas Negara dalam Mengelola 

Konflik dan Bencana 

Daerah rawan bencana, membutuhkan 

keterlibatan negara dalam pembuatan 

peraturan penanggulangan bencana sangat 

diperlukan. Ketika negara dapat mengelola 

bencana, akan ada kedamaian. Konflik akan 

semakin parah dan jalan menuju perdamaian 

akan terhambat, sebaliknya jika pemerintah 

cenderung lamban dan mengambil tindakan 

dan kebijakan yang buruk (Slettebak, 2012).  

Proses perdamaian pascatsunami di 

Indonesia dan Aceh diperkirakan lebih 

memberikan dampak yang menguntungkan 
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jika kita menelaah kemampuan pemerintah 

pusat dalam menyelesaikan persoalan etnis. 

Susilo Bambang Yudhoyono adalah 

pemimpin pemerintahan baru Indonesia pada 

saat itu, dia jauh lebih kuat dan terkoordinasi 

dengan baik dalam usahanya menjaga 

perdamaian di Aceh. Pemerintahan SBY-

Kalla mengontrol lembaga-lembaga kunci 

yang diperlukan untuk memastikan 

pengesahan UU Pemerintahan Aceh 

(Hedman, 2009).  

Topik negara "predator" atau neoliberal 

dan bagaimana mereka dapat menggunakan 

bencana untuk keuntungan politik jarang 

diangkat dalam diskusi tentang dampak dan 

tanggapan negara terhadap bencana 

(Brancati, 2007). Bencana sering disebut 

secara politis sebagai katalisator, jendela 

peluang, atau momen penting untuk 

transformasi sosial di suatu negara. Kontrak 

sosial antara warga negara dan negara diubah 

oleh keadaan kritis seperti bencana, memaksa 

kedua belah pihak untuk mempertimbangkan 

kembali aliansi mereka. Bencana seringkali 

menonjolkan kebaikan yang melekat pada 

fungsi negara daripada mengakui bahwa 

negara merupakan ancaman bagi sebagian 

besar komunitas rentan yang sudah hidup 

dalam kerentanan. 
 

4. Proses Negosiasi Damai 

Menurut Kelman, upaya para pemain 

untuk mencapai kompromi sebelum serangan 

bencana berdampak pada kemungkinan 

perdamaian (Kelman, 2016). Setiap pihak 

yang bernegosiasi harus membangun dan 

memiliki unsur kepercayaan sebelum 

memutuskan bagaimana menyelesaikan 

konflik (Brooks et al., 2016) Tentu saja, sifat 

dan sikap pihak lawan juga berdampak pada 

bagaimana proses negosiasi berlangsung. 

Daerah konflik yang sudah memulai tahap 

negosiasi damai antara pihak-pihak yang 

berkonflik biasanya lebih cepat membentuk 

perdamaian daripada daerah konflik yang 

belum. 

Proses perdamaian Aceh tidak terlepas 

dari peran internasional di dalamnya. 

Padahal, perundingan antara GAM dan 

Republik Indonesia sudah berlangsung 

sebelum tsunami. Mengingat pentingnya 

posisi Indonesia pasca-insiden dikomunitas 

internasional sebagai negara dengan populasi 

Muslim terbesar di dunia, komunitas 

internasional berdedikasi untuk menawarkan 

dukungan finansial dan politik untuk 

penanggulangan bencana Aceh. Mayoritas 

korban tsunami di Aceh tinggal di tempat 

yang berbahaya.  

Komunitas internasional bekerja untuk 

mengakhiri kekerasan dan perang di wilayah 

tertentu karena sulit untuk mendistribusikan 

bantuan kemanusiaan di sana. Inisiatif 

Manajemen Krisis, Organisasi Perdamaian 

Finlandia yang didirikan oleh Martti 

Ahtisaari dan dilengkapi dengan Misi 

Pemantauan Aceh, memfasilitasi diskusi 

perdamaian dengan bantuan negara-negara 

ASEAN, Uni Eropa, dan diplomat 

internasional (Siddiqi, 2018). Nota 

Kesepahaman (MOU) Helsinki dan proses 

perdamaian Aceh, yang berlaku enam bulan 

setelah bencana tsunami, sama-sama dipicu 

oleh bantuan asing yang mengalir ke Aceh.  

Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin 

pemerintahan Indonesia yang baru terpilih, 

telah melakukan kontak awal dengan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum 

tragedi itu melalui perantara Finlandia. Salah 

satu kesepakatan perdamaian internasional 

paling sukses di dunia adalah proses 

perdamaian Aceh, yang ditengahi oleh 

Finlandia. Susilo Bambang Yudhoyono, 

pemimpin pemerintahan Indonesia yang baru 

terpilih, telah melakukan kontak awal dengan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum 

tragedi itu melalui perantara Finlandia. 

Dampak Jangka Panjang. 

Salah satu kesepakatan perdamaian 

internasional paling sukses di dunia adalah 

proses perdamaian Aceh, yang ditengahi oleh 

Finlandia. Susilo Bambang Yudhoyono, 
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pemimpin pemerintahan Indonesia yang baru 

terpilih, telah melakukan kontak awal dengan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum 

tragedi itu melalui perantara Finlandia. Salah 

satu kesepakatan perdamaian internasional 

paling sukses di dunia adalah proses 

perdamaian Aceh, yang ditengahi oleh 

Finlandia (Le Billon & Waizenegger, 2007). 

Tidak diragukan lagi, ciri-ciri kelompok 

pemberontak berdampak signifikan pada 

proses tawar-menawar. GAM adalah 

organisasi yang lebih mudah beradaptasi 

untuk memulai proses perdamaian, memiliki 

struktur organisasi yang lebih longgar, dan 

menawarkan peluang untuk regenerasi 

kepemimpinan meskipun menghadapi 

perpecahan selama proses perdamaian. 

Pejuang GAM diizinkan masuk dan keluar 

organisasi dengan cukup mudah. Beberapa 

anggota GAM bekerja sebagai petani disiang 

hari dan sebagai prajurit dimalam hari. 

Kelompok ini juga memelihara hubungan 

sosial dan ikatan dengan komunitas lokal. 

GAM lebih merupakan gerakan sosial 

sebagai akibat dari keadaan. 

Negosiasi sudah dimulai dalam proses 

perdamaian Aceh sebelum tragedi, tetapi 

ketika perselisihan GAM-RI diselesaikan 

secara damai, hasilnya berbeda secara 

substansial. Dalam hal ini, sikap kelompok 

pemberontak dan pengaruhnya terhadap sifat 

organisasi relevan dengan proses 

perdamaian. Beberapa aspek GAM dapat 

berubah selama proses perdamaian. Ciri-ciri 

teroris dan pejuang pembebasan dibedakan 

oleh Michel Wieviorka. Menurut Wieviorka, 

sebuah organisasi teroris kadang-kadang 

kehilangan hubungannya dengan penyebab 

awalnya, apakah itu kepentingan etnis, 

nasional, atau komunitas local dan tumbuh 

menjadi jaringan teror transnasional atau 

mesin perang dengan jaringan di seluruh 

dunia (Wieviorka, 2000).  

Sepanjang transisi menuju perdamaian 

dan demokrasi, kelompok-kelompok seperti 

itu pasti akan pecah. Sepanjang proses 

perdamaian, GAM mengalami proses 

fragmentasi. Mantan militan GAM dan partai 

lainnya telah membentuk Komite Peralihan 

Aceh, juga dikenal sebagai Komite Peralihan 

Aceh (KPA). Perselisihan muncul antara 

kelompok eks-GAM dan paramiliter yang 

didukung oleh TNI, khususnya di Aceh 

Tengah, di mana kekuasaan GAM dibatasi 

oleh keinginan kelompok etnis lain untuk 

merdeka dari Aceh. 
 

5. Internasionalisasi Konflik 

Dalam berbagai literatur, cukup banyak 

yang meyakini bahwa bantuan internasional 

dalam konflik bersenjata internal dapat 

meningkatkan proses perdamaian atau 

menjadi bagian dari siklus konflik baru. Hal 

ini didukung oleh penelitian dari United 

States Institute for Peace yang menemukan 

bahwa dari 38 proses perdamaian yang 

terjadi dengan bantuan negara lain dalam 

dekade 1989-1999, 33 diantaranya kembali 

berperang dalam tiga tahun pertama (Frank & 

Martínez I Coma, 2017). Dalam situasi 

seperti pascatsunami di Aceh, ada tiga aktor 

kunci yang berperan besar dalam 

menyeimbangkan konflik dan perdamaian. 

Dalam situasi ini, negara dan kelompok yang 

menentangnya, serta komunitas kemanusiaan 

internasional, biasanya menjadi dua pihak 

utama dalam konflik tersebut. Sebagai aktor 

keempat, masyarakat sipil seringkali tidak 

dilibatkan dalam upaya perdamaian. 

Tingginya tingkat keterlibatan 

komunitas internasional baik dalam proses 

perdamaian tercermin dari dana yang tersedia 

maupun jumlah lembaga dan staf 

internasional yang hadir didaerah konflik dan 

bencana. Sebelum bencana tsunami, konflik 

Aceh telah menjadi “perang diam”, terisolasi 

dari dunia internasional karena keengganan 

pemerintah Indonesia untuk 

menginternasionalkan konflik tersebut, 

terutama setelah Timor-Leste merdeka dari 

Indonesia (Malik, 2017). Di sisi lain, 

pemerintah Indonesia memiliki peraturan 
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keras yang melarang LSM asing beroperasi 

di Aceh atau daerah bermasalah lainnya. 

Yusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, tidak 

meminta bantuan internasional untuk Aceh 

sampai ia mengunjungi provinsi tersebut 

pada 27 Desember 2004, setelah bencana 

tsunami, dan melihat kehancuran disana. 

Aceh sengaja dijauhkan dari konflik selama 

bertahun-tahun. 

Aceh Monitoring Mission (AMM) 

didirikan di Aceh dengan garis waktu dan 

misi yang tepat. Uni Eropa dan pengamat dari 

ASEAN membentuk AMM. Organisasi 

independen harus menangani pelanggaran 

gencatan senjata, dan proses perdamaian 

dibantu oleh fakta bahwa pengamat UE dan 

ASEAN lebih tidak memihak di Aceh. Tidak 

banyak internasionalisasi dalam proses 

perdamaian Aceh. Proses perdamaian lebih 

baik dimiliki secara lokal di Aceh, termasuk 

oleh organisasi masyarakat sipil (Klitzsch, 

2014).  

Selain itu, keterlibatan internasional 

menimbulkan biaya transaksi yang sangat 

besar pada proses perdamaian itu sendiri 

sehingga kepemilikan lokal dan partisipasi 

masyarakat sipil dalam proses perdamaian 

sangat terbatas. Salah satu faktor utama yang 

berkontribusi terhadap efektivitas 

pembangunan perdamaian di Indonesia 

adalah keterpisahan dan keterkaitan antara 

reintegrasi pasca konflik dan rekonstruksi 

prakarsa pemulihan pasca tsunami. Hal ini 

menunjukkan bahwa terlepas dari adanya 

sistem kerjasama internasional, entitas 

internasional tetap dapat memainkan peran 

yang saling bertentangan dalam skenario 

pasca konflik. 
 

KESIMPULAN 

Bencana tsunami memungkinkan 

mereka yang terlibat dalam konflik untuk 

bergerak menuju perdamaian. Dalam kasus 

Aceh, terlihat jelas bahwa kecenderungan 

politik pasca-bencana memainkan peran 

penting dalam menentukan penyelesaian 

konflik, meskipun keadaan pra-bencana juga 

berpengaruh. Menurunnya kekuatan 

kelompok GAM sebagai akibat dampak 

tsunami yang semakin parah terhadap 

kemiskinan, kemampuan pemerintah 

Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan 

dan melakukan pemulihan pasca-bencana, 

proses negosiasi yang berlangsung bahkan 

sebelum bencana, dan keputusan pemerintah 

Indonesia untuk tidak menginternasionalkan 

konflik merupakan faktor-faktor yang turut 

mendukung terciptanya perdamaian di Aceh. 

Selain itu, keterlibatan negara dan komunitas 

internasional dalam pengelolaan bencana dan 

penyelesaian konflik memiliki dampak yang 

signifikan. Konflik dan bencana saling 

mempengaruhi, serta penanganan yang baik 

terhadap bencana dan konflik menjadi 

penting dalam mencapai perdamaian 

kemudian pemulihan sosial-ekonomi yang 

berkelanjutan. 
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